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Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
No. SK :

Per syar atan

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan

2. Surat Tugas

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Penyusunan Surat Tugas

2. Melapor kepada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yaitu bagian Administrasi

Pemerintahan Umum

3. Menginput dokumen yang terkait dengan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sekaligus

memverifikasi terhadap kesesuaian dokumen pendukung/bukti pendukung

4. Hasil evaluasi Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di validasi oleh Tim Pengelola dari

Kementerian dalam Negeri dituangkan dalam Berita Acara
5. Penepatan ranking

6. Penyusunan Laporan hasil evaluasi Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

10 Hari kerja

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

I Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 05:22. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

e-mail inspektorat.sultengprov.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 05:22. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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